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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Zonasi waktu berdagang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota 

Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki 

Lima belum ditaati oleh pedagang dan pembeli di pasar tumpah Ciroyom sebagai 

akibat dari lemahnya efektivitas hukum, baik substansi hukum, struktur hukum, 

dan budaya hukum. Substansi hukum yang lemah diindikasikan dari belum 

jelasnya ruang lingkup fungsi penegakan hukum dari SATPOL PP dalam aturan, 

khususnya tentang pengawasan PKL terhadap zonasi waktu berdagang di pasar 

tumpah yang masuk dalam zona kuning. Struktur hukum yang lemah 

diindikasikan dari kurangnya ketegasan SATPOL PP dalam penegakan hukum 

dengan tidak diterapkannya pemberian sanksi bagi pedagang dan pembeli yang 

melanggar aturan zonasi waktu serta rendahnya dukungan SDM dan sarana-

prasarana yang dibutuhkan. Secara internal, budaya hukum yang lemah 

diindikasikan dari rendahnya kesadaran hukum aparat SATPOL PP dalam 

indikator sikap dan perilaku hukum terhadap aturan zonasi waktu berdagang. 

Sedangkan secara eksternal, budaya hukum yang lemah diindikasikan dari 

rendahnya kesadaran hukum pedagang kaki lima dalam indikator pemahaman, 

sikap dan perilaku hukum, serta rendahnya kesadaran hukum pembeli dalam 

indikator pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum.  

 

2. Peran SATPOL PP dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung 

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima 

mengenai zonasi waktu berdagang di pasar tumpah Ciroyom masih terbatas, baik 

secara preventif maupun represif. Selain kurang melakukan pengawasan 

dipatuhinya aturan zonasi waktu berdagang, SATPOL PP juga belum pernah 

melakukan penindakan/pemberian sanksi pada pedagang dan pembeli yang 

melanggar. Penegakan aturan zonasi waktu sebatas himbauan pada pedagang yang 

masih berdagang setelah waktu yang ditentukan untuk menghentikan aktivitasnya 
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dan membereskan tempat berdagangnya. Tidak ada himbauan pada pedagang 

untuk tidak berdagang sebelum waktu yang ditentukan.  

 

5.2 Saran 

Kepada Legislator: 

1. Merevisi fungsi SATPOL PP sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (6) 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 yang terbatas pada 

penegakan saja dan memperluasnya dengan menambahkan pengawasan dan 

pengendalian dalam bentuk himbauan dan sosialisasi.  

2. Merevisi pengawasan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1), (2), dan 

(3) Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 yang tidak secara tegas 

menunjuk SATPOL PP sebagai satuan tugas khusus yang dimaksud yang 

diwajibkan untuk melaksanakan pengawasan. 

3. Merevisi pengawasan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (4) Peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 yang hanya terbatas pada zero 

growth (tidak adanya penambahan jumlah pedagang) dan Surat Tanda 

Pengenal Berjualan (STPB) saja namun diperluas dengan menambahkan 

pengawasan zonasi waktu.  

4. Merevisi pengawasan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur waktu 

pengawasan di zona kuning menjadi sebagaimana di zona merah yaitu 

pengawasan rutin setiap hari, yang dilakukan sebelum awal dan akhir waktu 

boleh berdagang. 

 

 

Kepada Walikota: 

1. Memposisikan SATPOL PP sebagai perangkat daerah yang penting dalam 

mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan tegaknya 

Peraturan daerah, terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman, dan 

terselenggaranya perlindungan masyarakat di daerah; serta meningkatkan 

kontrol atas peran SATPOL PP dalam pelaksanaan tugas tersebut. 



 

84 

2. Memberi jeda penegakan hukum hingga batas waktu yang ditentukan untuk 

penyelesaian pendataan dan penerbitan Surat Tanda Pengenal Berjualan 

(STPB) pada seluruh PKL yang berdagang di pasar tumpah Ciroyom. 

3. Meningkatkan pengawasan atas penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung 

Nomor 4 Tahun 2011 oleh SATPOL PP. 

 

Kepada SATPOL PP: 

1. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM, sebagai satuan 

tugas khusus yang berperan dalam pembinaan PKL, untuk segera 

menyelesaikan identifikasi PKL yang diikuti dengan penerbitan Tanda 

Pengenal Berjualan (TPB) bagi seluruh PKL yang berdagang di pasar tumpah 

Ciroyom. Adanya kepemilikan STPB pada setiap PKL akan memudahkan 

SATPOL PP dalam melakukan penegakan hukum bagi PKL yang melanggar 

zonasi waktu berdagang sesuai prosedur yang telah diatur dalam Peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011. 

2. Meningkatkan pengawasan terpenuhinya zonasi waktu berdagang dengan 

melakukan pengawasan sebelum batas waktu yang diperbolehkan atau 

sebelum pukul 22.00 WIB dan memastikan bahwa kondisi jalan yang 

digunakan telah kembali normal pada pukul 06.00 WIB. 

3. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan untuk peningkatan kualitas SDM 

agar dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penegakan Peraturan 

daerah dengan berpedoman pada standar operasional prosedur SATPOL PP 

dan kode etik Polisi Pamong Praja yang telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, khususnya 

untuk menjadi Polisi Pamong Praja sebagaimana motto SATPOL PP, yaitu: 

“Praja Wibawa” – “Polisi Pamong Praja yang Mengayomi dan Menegakkan 

Bangsa” dengan pendekatan yang humanis, persuasif, tegas serta jujur tidak 

melakukan serta tidak menyuruh melakukan atau turut serta melakukan 

korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi. 

4. Sosialisasi peran pada SATPOL PP dalam penegakan Perda Kota Bandung 

Nomor 4 Tahun 2011 perihal zonasi waktu yang saat ini hanya berfokus pada 

upaya represif namun kurang dalam upaya preventif. Upaya represif perlu 

diiringi dengan upaya preventif melalui himbauan dan sosialisasi isi, maksud, 
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tujuan, dan sanksi aturan zonasi waktu pada pedagang dan pembeli serta 

dampak pelanggarannya bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar. 

Demikian pula upaya preventif melalui koordinasi dengan badan/dinas terkait, 

khususnya Dinas UMKM sebagai penerbit STPB. 

5. Pemasangan plang-plang rambu waktu operasional pasar tumpah Ciroyom 

yang dapat difungsikan pula menjadi pembatas wilayah berdagang pasar 

tumpah Ciroyom agar tidak meluas dari area yang telah diatur. 

 

Kepada Pedagang dan Pembeli: 

Berdagang dan membeli sesuai aturan zonasi waktu, tidak berjual-beli lebih awal dan 

atau melebihi dari jam yang telah ditentukan. 
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